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BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NoMoRBeremuN 2o1z

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2arc tentang perangkat

Daerah, yang mengatur kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata ke{a perar}gkat d.aerah, perlu

menetapkan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Buru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Buru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun lggg tentang
Pembentukan Propinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor l,V4 Tahun lggg, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3gg5)

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6
Tahun 2O0O tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan propinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku



Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 3961);

2' undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oa4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor aaSe;

3. undang-undang Nomor rz Tahun 2011 tentang
Pembentukan peraturan perundang-undangan (r,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia
Nomor 523a);

4. undang-undang Nomor s rahun zar4 tentang Aparatur sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z0l4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9a\

5. undang-undang Nomor zJ Tahun zau tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor sssz) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23
Tahun 2ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor sg,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun zaL6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A76 Nomor l14l;
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 1z rahun zarc
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun
2A16 Nomor 17);

6.

7.



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

BUPATI

DAN TATA KERJA DINAS

BURU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buru
2' Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buru;
5' Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selary'utnya disingkat DpRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
6. sekretariat Daerah adarah sekretariat Daerah Kabupaten Buru;
7 ' Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah selanjutnya disingkat

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Buru;

B. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Buru;

9 ' Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Keq'a Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.



BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BURU

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru adalah unsur pelaksana urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru

Pasal 4
(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tipe A terdiri

atas 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri atas 2 {dua}

Sub bagian;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak
2 (dua] seksi;

t4) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah terdiri dari;
a. Kepala Dinas

b. Sekretariat Dinas Membawahkan;

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagran perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan;

1. Seksi Inventarisasi RppLH dan KLHS ;

2. seksi Pemeliharaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
d. Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah 83 membawahkan;

1. Seksi Pengurangan Sampah;

2. Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3;
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

membawahkan;

1. Seksi Pemantauan Lingkungan;

2. Seksi Kerusakan dan pencemaran Lingkungan;



BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal S

{1} Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijakan
teknis dan operasional Dinas dengan cara menjabarkan Kebijakan Bupati
sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta
evaluasi program kegiatan.

t2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1),
Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a' Merumuskan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dinas
Lingkungan Hidup;

b' Menyelenggarakan Pengelolaan program/kegiatan dibidang Lingkungan
Hidup sesuai kewenangan daerah;

c' Merumuskan kebijakan teknis sesuai petunjuk perundang-undangan

dibidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam perencanaan d.ana
pelaksanaan program kegiatan dinas Lingkungan Hidup;

d' Merumuskan pedoman kerja dan prosedur kerja di lingkungan dinas
Lingkungan Hidup;

e' Melakukan pengendalian Pembinaan, dan evaluasi program/kegiatan
yang terkait dengan urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten;

f' Melakukan koordinasi dan konsultasi program dinas Lingkungan Hidup
dengan instnasi terkait;

g' Melakukan Pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan serta
memberikan sangsi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupull sewaktu-
waktu kepada atasan;

i' Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKp setiap
akhir tahun;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris Dinas

Pasal 6

(1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi,
kepegawaian, koordinasi dan pengendalian program, pelaporan, urusan
umum dan urusan keuangan.

(2) uraian tugas dimaksud pada ayat {1} sebagai berikut :



{1)

a. Mengkoordinir penyusunan perumusarl pedoman
sekretariat dinas sesuai arah dan sasaran yang telah
pedoman kerja;

b- Mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum,
perencanaan serta administrasi keuangan;

operasional kerja
ditetapkan sebagai

kepegawaian dan

c' Mengkoorinasikan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada
seluruh bidang untuk diteruskan kepada kepara dinas;

d' Memberi dan mengkoordinir pelayanan administrasi kepada Kepala
Dinas dan Bidang di lingkup Dinas Lingkungan Hidup;

e. Mengatur dan mengendalikan urusan kepegawaian keuangan dan
perencanaan;

f' Menyusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat {waskat) dengan
cara mempelqiari dan membuat telahaan pelaksanaan .uraskat sesuai
ketentuan yang berlaku;

g' Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi
berkala dan tahunan dinas Lingkungan Hidup;

h' Mengatur dan mendistribusikan tugas serta memberi petunjuk kepada
bawahan pada lingkup sekretariat dinas Lingkungan Hidup;

i' Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun;

j' Melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh atasan.

Pasal 7

Kepala sub Bagran umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan dan menyelenggarakan urusan administrasi umum,
perlengkapan dan kepegawaian.

uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari :

a. Menyusun rencana program dan kegi atan sub bagian man4iemen dan
rekayasan lalu lintas;

b. Menyeleggarakan pelayanan administrasi umum,
perlengkapan dan perpustakaan;

kepegawaian,

c' Menginventarisir pengadaan, mengelola dan memelihara serta
pengamanan alat-arat perlengkapan dinas Lingkungan Hidup;

d. Mengupulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan urusan
kepegawaian berupa DUK, Bezz,ettng, Analisis Jabatan, Kenaikan
Pangkat, Kenaikan Berkala, Mutasi serta administrasi kepegawaian
lainnya;

e' Mengkoordinir kegiatan pelayanan kerumah tanggaan dan keprotokolan
sesuai rencana kebutuhan dinas;

t2)



{1}

f' Mengatur penditribusian sruat keruar dan surat masuk sesuaipermasarahannya agar penyarnpaian ketujuan tepat waktu;g' Meminta arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan program dankegiatan dari pimpinan;
h' Mengatur dan mendistribusikan tugas serta memberikan petunjuk

kepada bawahan pada sub bogran manqiemen dan rekayasan ralu lintas;i' Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaruasi,
berkala dan tahunan sub bagian;

j' Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan s*psetiap akhir tahun;
k' Melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh atasan.

Pasal 8

Kepala sub Bagran perencanaan dan Keuangan mempunyai tugasmelakukan koordinasi penyusunan rencana prograrn/kegiatan sertamelaksanakan dan menyelenggarakan administrasi perencanaan dankeuangan.

Uraian tugas dimaksud pada ayat {1} terdiri dari :

a' Menyusun renc€Lna pelaksana€Ln kegiatan sub bagian perencanaan dan
keuangan sebagai acuan pelaksanaan tugas;

b. Menyusun relLcana keda dan anggaran badan;
c' Melaksanakan manajemen layanan urusan perencanaan dengan cara

mengkoordinasikan dan membina rayanan urutan perencanaan dilingkup badan sesuai juklak dan juknis;
d. Mengkoordinasikan penyusunan RENS?RA, RENJA, LAKip DAN LppD
e. Menyusun raporan berkala, tahunan dengan cara menghimpun data,

mernpelajari, mangeiola dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan
programlkegiatan;

f. Melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan badan;
g' Mengkoordinasikan peraksanaan akuntansi dan menyiapkan laporan

keuangan badan;

h' Membuat laporan pengelolaan keuangan setiap triwulan, semesteran dan
tahunan serta mengkoordinasikan penyusunan LAKIp;

i' Membuat laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan dan
keuangan;

j' Melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh atasan.

t2)



Bidang Tata Lingkungan

Pasal 9

Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan peningkatan kualitas penataan lingkungan

{1) Kepala Bidang

pembinaan dan
yang baik.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya aram;
b' Penyusunan d'okumen RPPLH dan pemantauan serta evaluasi

pelaksanaanRpplH 
;

c' Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RppLH dalam RpJp dan RpJM;
d. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan

daya tampung lingkungan serta penetapan daya dukung ringkungan;
e' Penyusunan instrumen ekonomi lingkung€Ln hidup (pDB & PDRB hijau,

mekanisme insentif disinsentif, pendanaan ringkungan hidup) ;f. sinkronisasi RLpLH Nasionar, purau/Kepurauan dan Ekoregron;
g' Penyusunan status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup;

h' Penyusunan K4iian Lingkungan Hidup strategis provinsi dan
pengesahan kajian LingkunganHidup;

i- Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam peraksanaan KLHS;
j. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
k. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
l' Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau

kerusakan ringkungan hidup {Amdar, uKL-upL , izin ringkungan, Audit
LH, Analisis resiko LH);

Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan uKL /upLl;
Penyusunan tim kqiian dokumen tingkungan hidup yang transparan
(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

o' Pelaksanaan proses izin ringkungan perrindungan sumber daya alam;p. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
q. Pelaksanaan pemanfaatan secara restari sumber daya aram;
r. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
s' Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
t. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profir emisi GRK;
u' Perencanaan konservasi keanekaragarnan hayati;
v' Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragam€m hayati;

m.

n.



w. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman
hayati;

Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati;
Fasilitasi keterlibatan masyarakat daram peraksanaan;
Melakukan koordinasi d.engan dinas terkait serta evaluasi danpelaporan;

Memberikan penilaian terhadap stafnya daram rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun;
Melaksanakan tugas rain yang diberikan oleh atasan.

x.

v.

z.

aa.

bb.

cc.

{1) Kepala Seksi

melaksanakan

KLHS.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari:
a' Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. Penyusunan dokumen RppLH dan LKHS;
c' Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RppLH dan KLHS dalam RpJp dan

RPJM;

d. Pemantauan dan evaluasi peraksanaar RppLH dan KLHS;
e' Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f' Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup;
g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (pDB & PDRB hiiau,

mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. sinkronisasi RLPLH Nasionar, purau/Kepurauan dan Ekoregron;
i. Penyusunan NSDA dan LH;
j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
1. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RppLH dan KLHS;
m' Penyusunarl Kajian Lingkungan Hidup strategis provinsi;
n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat daram pelaksanaan KLHS;
p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;

Pasal 10

Inventarisasi RppLH dan KLHS mempunyai tugas
dan menyelenggaraan Manajemen Inventarisasi RppLH dan



r' Meminta arahan dan petunjuk tentang peraksanaan
kegiatan dari pimpinan;
Memberikan pen,aian terhadap stafnya daram rangka pembuatan SKp
setiap akhir tahun;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Kepala Seksi pemeliharaan dan
tugas melaksanakan penga\Masan

pengerusakan lingkungan hidup.
{2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari:

a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
c. Pelaksanaan pemanflaatan secara restari sumber daya aram;
d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

Pelaksanaan upaya miligasi dan adaptasi perubahan iklim;
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan
berkelanjutan, dan pengendarian kerusakan keanekaragaman hayati;
Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragamarl
hayati;

Penyeiesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
Pengembangan sistem informasi dan pengerolaan database
keanekaragaman hayati. Meminta arahan dan petunjuk tentang
pelaksanaan program dan kegiatan dari pimpinan;

I' Menyiapkan bahan laporan dan evaruasi secara berkala;
m' Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan sKp

setiap akhir tahun;
n' Melaksanakan tugas lain yang diberikan oreh atasan.

Bidang Fengelolaan Sampah dan Limbah BS

Pasal 12

program dan

s-

t.

(u Kajian Dampak Lingkungan mempunyai
dan pengendalian pencemaran maupun

e.

f.

g.

h.

i.

J.

k.

(1) Kepala Bidang

melaksanakan

limbah 83.

Pengelolaan sampah dan Limbah 83 mempunyai tugas
program Pengendalian terhadap pengelolaan sampah dan

{2} uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri dari ;

10



a' Penyusuna.n program dan kegiatan bidang pengeloraan
Limbah 83 sesuai dengan juknis dinas ;

b' Penetapan target pengelolaan sampah dan 83 untuk setiap kurun
waktu tertentu;

c. Perumusan kebijakan peraks€rnaan kegratan pengendalian pengelolaan
sampah dan 83;

d' Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan

Sampah dan

kemasan yang
menyebabkan pencemaran lingkungan;
Pembinaan pendaur ulangan sampah;
Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
Pembinaan pem€ulfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan
produk untuk menghindari tery.adi pencernaran ;
Perumusan kebiiakan penanggurangan terhadap pencemaran;
Perumusan kebiiakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengeloraan
sampah yang dilaksanakan oreh pihak lain {badan usaha);
Pelaksana€Ln pembinaan dan pengawasan kineg.a pengerolaan sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

k' Perumusan penyusunan kebijakan periainan penyimpanan sementara
limbah 83 {pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan}
dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

1' Menyiapkan data evaluasi dan pelaporan secara berkala;
m' Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan sKp

setiap akhir tahun;
n' Melaksanakan tugas rain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi pengurangan

menyelenggarakan kegiatan
sampah.

{2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari ;
a. Penyusunan informasi pengendalian pengurangan sampah;
b' Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk

setiap kurun waktu tertentu;
c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d' Pembinaan kepada produsen/industri tingkat pencemara.n

dan udara;

e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang
pencemar€Ln lingkungan ;

e.

f.

g.

h.

i.

J.

{1}

Pasal 13

sampah mempunyai tugas melaksanakan dan
terhadap pengendalian terhadap pengurangan

terhadap air

11



f. Pembinaan dan penyediaan fasilitas daur urangan sampah;
g' Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan

produk;

h. Meminta arahan dan petunjuk tentang peraksanaan program dan
kegiatan dari pimpinan;

i' Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuklarahan
untuk kelancaran pelaksanaannya;

j. Menyiapkan bahan evaluasi dan peraporan secara berkala;
k' Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan sKp

setiap akhir Tahun;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 14

(1) Kepala seksi Penanganan Limbah 83 mempunyai tugas melaksanakan dan
menyelenggarakan urusall di bidang Pengendalian dan pengelolaan limbah
83 dan pengelolaan akhir sampah.

(21 uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari:
a' Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara

limbah 83 (pengajuan' perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam
satu daerah Kabupaten I Kota;

b' Pelaksanaan penzrnan penyimpanan sementara limbah 83 dalam satu
daerah Kabupaten/ Kota;

c' Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara
limbah 83 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

d' Penyusunan kebiiakan perizinan pengumpuran dan pengangkutan
limbah 83 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam
satu daerah Kabupaten/Kota;

e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul rimbah 83;
f' Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah 83 menggunakan alat

angkut roda 3 {tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
g' Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu

daerah Kabupaten/Kota;

h. Pelaksanaan perizinan penguburan rimbah 83 medis;
i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan,

pengangkutan dan penimbunan limbah BS.
j. Meminta arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan program dan

kegiatan dari pimpinan;
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Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk / acahan
untuk kelancaran pelaksana€mnya;

Melaksanakan pendataan dan frekuwensi tingkat kuqiungan
penerbangan;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan menyusun laporan
evaluasi secara berkala;

Memberikan penilaian terhadap stafnya daram rangka pembuatan sKp
setiap akhir Tahun;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Bidang Pengendalian pencemaran Kerusakan Lingkungan

Pasa1 15

Kepala Bidang Pengedalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan .

uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
d. Pelaksanaan pemantauan kuaritas pesisir dan raut;
e. Penentuan baku mutu lingkungan;
f' Penyiapan sarpras pemantauan ringkungan {raboratorium lingkungan);
g' Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
h' Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non
institusi;

i. Pelaksanaan pemurihan pencemaran ipembersihan, remidiasi,
rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

k' Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian
peringatan akan pencemaran atau kerusakan ringkungan hidup kepada
masyarakat;

l' Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi
dan non institusi;

m' Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non
institusi;

ob.

h.

1.

J.

{1)

{21
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n. Pelaksanaari pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber
pencemar institusi dan non institusi;

o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
q. Pelaksanaan penanggulangan {pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian) kerusakan lingkungan;

r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan
restorasi) kerusakan lingkungan;

s. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait tentang jalan kabupaten;
t. Menyusun laporan dan evaluasi secara berkala;
u. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKp

setiap akhir Tahun;

v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal L6

{1) Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan
program dan kegiatan pemantauan lingkungan.

{2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari:
a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air ;

b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
e. Penentuan baku mutu lingkungan;
f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium iingkungan);
g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuklarahan

untuk kelancaran pelaksanaannya;

h. Menyusun laporan dan evaluasi secara berkala;
i. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKp

setiap akhir Tahun;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal LT

(U Kepala Seksi Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan program dan kegiatan pengendailan terhadap kerusakan dan
pencemaran lingkungan;

{21 uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri dari:
a. Pelaksanaan pem€Lntauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
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b. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan (pemberian informasi,
pengisolasian serta penghentian) sumber kerusakan baik yang disebab
oleh institusi maupun dan non institusi;

c. Pelaksanaa"n pemulihan kerusakan lingkungan (pembersihan, remidiasi,
rehabilitasi dan restorasi) sumber kerusakan ekosistem lahan;

d. Penentuan penyebab kerusakan ekosistem lahan;
e. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian

peringatan akan bahaya kerusakan ekositem atau kerusakan lingkungan
hidup kepada masyarakat;

f. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber kerusakan;
g. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber kerusakan ekositem baik

institusi maupun non institusi;
h. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber

kerusakan.

i. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKp
setiap akhir Tahun;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai
dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala
Seksi wqjib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 20
(1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan

bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.
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t2) Sekretaris Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk meny€Lmpaikan laporan
pelaksanaan tugasnya.

{3} Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petur{uk-petunjuk serta
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan laporan
pelaksanaan tugasnya.

(4) Kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas untuk menyampaikan laporan
tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

(5) Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk menyampaikan laporan
tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 21

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

{1} Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mengikuti
seleksi Pejabat tinggi pratama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

{21 Sekretaris Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

{3) Kepala Bidang di angkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kepala Sub bagian dan Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Pasal 23

(U Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b Sekretaris Dinas
merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a

tZl Kepala Bidang merupakan Jabatan strukturar Eselon III.b

i3) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural
Eselon IV.a

16



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Narnlea

pada tanggal l L November 2AlZ

U,V

UMASUGI

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 11 November 2OlT
I
AsBTnBTARIS DAERAH KABUPATEN BURU, +

f r'rtr'4
/ 

AHMAD ASSAdAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2OI7 NOMOR

Paraf Koordinasi

Kabag Organisasi I
Kabag Hukum A
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